
Edisi Khusus Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilu 2004

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, perselisihan hasil
Pemilu diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah memutus
seluruh perkara dengan putusan yang bersifat final.

Partai Politik

Calon Anggota DPD

4
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Sengketa hasil pemilu yang diajukan parpol sebanyak
23 pemohon dengan total perkara 252. Parpol yang
paling banyak dikabulkan permohonannya adalah
PAN dan PKS.

Sengketa hasil pemilu yang diajukan calon
anggota DPD sebanyak 21 perkara. Mayoritas
permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Capres-Cawapres
Senin 9 Agustus mungkin menjadi hari yang tak

terlupakan oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid
karena pada hari itu MK dalam sidangnya akhirnya
menolak permohonan keduanya secara keseluruhan. 55
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S a l a m

Penyelesaian perkara sengketa hasil pemilu telah
diselesaikan MK! Demikian banyak perkara yang diajukan
partai politik dan calon anggota DPD serta perkara yang
diajukan Wiranto-Salahuddin Wahid selesai diperiksa dan
diputus MK. Sebuah prestasi yang luar biasa bagi sebuah
lembaga negara yang usianya belum genap satu tahun. Salut
harus diberikan kepada sembilan hakim konstitusi yang
telah bekerja nyaris 24 jam sehari dan7 hari seminggu.

Begitu pula para pegawai MK, baik di Setjen maupun
Kepaniteraan, termasuk para asisten hakim tak kalah
sibuknya dalam memberikan dukungan administrasi umum
dan administrasi justisial kepada hakim konstitusi.
Kesibukan itu akibat registrasi perkara yang dibatasi oleh
UU hanya dalam jangka waktu 3x24 jam setelah KPU
mengumumkan hasil pemilu secara nasional.

Segala jerih payah itu kini telah usai. Kini giliran kami
untuk menurunkan segala jerih payah itu. Untuk liputan kali
ini, para hakim konstitusi meminta redaksi BMK untuk
menurunkannya dalam edisi khusus. Ini semua kami lakukan
agar pembaca dapat lebih mudah memahami Putusan MK
secara lebih utuh. Selain dukungan tim internal BMK, kami
banyak dibantu Pak Muntako sebagai fotografer dengan foto-
foto liputan persidangan MK. Putusan MK secara keseluruh-
an juga dapat di-download dengan mengakses melalui web-
site resmi MK di www. mahkamahkonstitusi.go.id.
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E ditorial

Sejarah baru telah diukir oleh Mahkamah
Konstitusi (MK). Lembaga negara pelaksanaan
kekuasaan kehakiman ini baru saja menyelesaikan
tugas konstitusionalnya: memeriksa, mengadili, dan
memutus 273 perkara perselisihan hasil Pemilu
Legislatif 2004, baik yang diajukan partai politik
maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) serta satu perkara yang diajukan pasangan
Wiranto-Salahuddin Wahid.

Dari pengamatan atas berbagai komentar dan
sorotan publik, termasuk pers, serta tanggapan
Pemohon yang mengajukan permohonan terhadap
putusan MK, secara umum dapat disimpulkan bahwa
putusan MK telah memenuhi rasa keadilan dan
memenuhi kepastian hukum.

Hal itu ditandai dengan minimnya ungkapan
gugatan dan penolakan mengiringi putusan MK.
Tidak ada gejolak dan gelombang unjuk rasa yang
mempertanyakan dan menggugat putusan MK.
Kekecewaan sudah pasti ada namun semua pihak,
sejauh yang dapat kita pantau, dapat menerima dan
menaati putusan itu dengan ikhlas.

Fenomena ini patut disyukuri mengingat
perkara yang diputus MK merupakan perkara politik.
Disebut demikian karena perkara yang diputus berisi
kepastian posisi politik, dalam hal ini kursi lembaga
legislatif dan eksekutif. Mengingat materi perkara
tersebut, sudah barang tentu tidak mudah untuk di-
adili dan diputus. Pengalaman peradilan kita menun-
jukkan bahwa setiap perkara yang bernuansa dan
berbobot politik saja sudah sangat rumit untuk di-
tangani, ada pro dan kontra, ada tarik menarik, ada
upaya intervensi, muncul tekanan dan cobaan, bah-
kan mungkin juga ancaman. Sungguh tidak mudah
bagi para hakim untuk mengambil sikap di tengah
kondisi itu karena mereka tidak hidup di ruang ham-
pa.

 Sudah tentu tantangannya makin berat  jika
perkaranya adalah perkara politik. Para pihak yang
terlibat dalam perkara adalah mereka yang sehari-
hari terlibat dan hidup di dunia politik. Konotasi
politik sering punya sebutan sebagai the art of the
possible (seni hal yang mungkin), the art of the feasible
(seni hal yang bisa terjadi), malah dapat sampai taraf
the art of the impossible (seni tentang hal mustahil).
Politik diidentikkan dengan kekuasaan yang sering-
kali mempunyai moto “semua bisa diatur.”

Sungguh penyelesaian perkara politik ini
bagi MK merupakan baju ujian yang sungguh tidak

Perlu untuk Mengingatkan
bahwa di Atas Politik Ada Supremasi Hukum

ringan dan tidak main-main. Belum lagi ini merupa-
kan kali pertamanya digelar “peradilan hasil pemilu”
oleh lembaga negara yang juga baru dibentuk. Tetapi
kita dapat menilai bahwa ujian itu telah mampu
dilewati dengan baik oleh MK.  Buktinya, putusan
MK diterima luas dan tanpa gejolak yang berarti.

Respon positif publik terhadap putusan MK
memberikan sinyal kuat bahwa walaupun usianya
masih sangat muda, MK telah mempunyai  kredibi-
litas di mata rakyat. MK telah menunjukkan dirinya
sebagai sebuah lembaga yang independen. Para hakim
konstitusi dipandang memiliki integritas, komitmen,
dan kompetensi.

Putusan MK juga sangat bermakna bagi demo-
krasi kita. MK ikut aktif melapangkan jalan bagi
kehidupan demokrasi yang lebih sehat di tanah air.
Melalui putusan MK, kursi lembaga legislatif,telah
dibersihkan dari mereka yang tidak berhak sekaligus
mendudukkan mereka yang berhak tetapi sebelumnya
tersingkir. Melalui putusan MK ini diharapkan dapat
lebih diwujudkan lembaga perwakilan yang berkua-
litas. Demikian pula kursi Presiden dan Wapres
terjaga dari kecurangan dan manipulasi suara dalam
jumlah signifikan yang mempengaruhi posisi.

Putusan MK diharapkan juga berdampak secara
etika, yakni dalam ikhtiar bangsa kita meneguhkan
semangat berpolitik yang mengedepankan kesantunan
dan etika. Para politisi dan partai politik didorong
untuk makin memegang teguh prinsip dan semangat
politik yang etis yakni politik yang bukan hanya me-
ngejar tujuan untuk berkuasa atau masuk dalam ke-
kuasaan, tetapi mempertimbangkan cara dan proses
mencapai kekuasaan tersebut.

Putusan MK mengingatkan kita bahwa di atas
politik ada supremasi hukum. Hal ini perlu diung-
kapkan agar semua pihak menyadari posisi dan peran
hukum dalam dinamika dan pergulatan politik, yakni
untuk mendudukkan perkara sejelas-jelasnya serta
memenuhi rasa keadilan dan mengacu kepada kebe-
naran dari sengketa politik yang muncul.

Pada masa datang, dari proses peradilan dan pu-
tusan MK yang terkait dengan politik-kenegaraan, ki-
ta semua, termasuk elit politik, massa partai, dan
partai politik akan terus diingatkan bahwa di atas
politik ada supremasi hukum.

Kehadiran MK  juga menjadi pengingat bagi KPU
agar lebih cermat. Karena semakin banyak penetapan
perolehan kursi oleh KPU yang dikoreksi MK, itu
berarti KPU masih membutuhkan perbaikan 






















































































































